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BUPATI BARRU

PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 4 TAHUN 2010
TENTANG
TATA NASKAH DINAS

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARRUY

Menimbang .

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

a. bahwa dalam rangka tertib dan penyeragaman sistem

administrasi penyelsnggaraan pemerintahan daeran, perlu
mengatur tata naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah:

5. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Daerah sehingga Peraturan Bupati
Barru Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pedoman Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru tidak sesual
lagi sehingga perlu diganti dan disempurnakan:

 bahwa berdasarkan pertimpbangan sebagaimana di maksud

pada huruf a dan huruf b, periu menetapkan Peraturan Bupati
Barru tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten Barru; '

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Tk.Il di Sulawesi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1988 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)



10.

14,

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004-tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telan diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indenesia Nomor 4B44),

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4438),

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 18351
Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 176); :

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang
Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomer 1971, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1636); )

Peraturan Pemeriniah Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2008 tentang
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daeran;



[

12. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten
Barru Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Barru Nomor ™

13. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2008
tentang  Pokok-Pokok Pengelolaan  Keuangan ‘Daerah
Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun
2008 Momor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Barru Nomor 6),

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS

DI LINKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARRU

BAB |
KETENTUAN UMUM

FPasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan .

1.

® oo

10.

11.

Daerah adalah Kabupaten Barru,

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwaki'an Rakyat Daerah menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dalam prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1845,

Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Pemerintah
Kabupaten Barru sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah,
Gubemur adalah gubernur Provinsi Sulawesi Selatan.

Bupati adalah Bupati Barru.

VWakil Bupati -adalah Wakil Bupati Barru,

Sekretaris Daerah adalah Sakretaris Daerah Kabupaten Barru.

Perangkat Daerah adalanh unsur pembantu Kepala Daerah dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah vang terdiri dari Sekretariat Daerah,
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat,
BAPPEDA, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan
kerja perangkat daerah Kabupaten Barru, _

Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana
teknis cperasional dinas atau badan untuk melaksanakan sebagian urusan
dinas atau badan.

Tata Naskah Dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi
pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi
dan penyimpanan naskah dinas serta media yang digunakan dalam
komunikasi kedinasan.
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Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan
yang dibuat dan atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di
lingkungan pemerintah daerah. p
Sampul Naskah Dinas adalah Pembungkus yang berupa amplop yang
digunakan untuk membungkus Naskah Dinas yang akan diedarkan.

Format adalah naskah dinas yang menggambarkan tata letak dan
redaksional, serta penggunaan lambang/logo dan cap dinas.

Stempel/cap dinas adalah tanda identitas dari suatu jabatan atau SKPD.
Kop Naskah Dinas adalah kop surat yang menunjukan jabatan atau nama
SKPD tertentu yang ditempatkan dibagian atas kertas.

Kop Sampul Naskah Dinas adalan kop surat yang menunjukan jabatan atau
nama SKPD tertentu yang ditempatkan dibagian atas sampul naskah. .
Kewenangan adalah kekuasaan yang melekat pada suatu jabatan,

Delegasi adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari pejabat
kepada pejabat atau pejabat dibawahnya.

Mandat adalah pelimpahan wewenang yang diberikan oleh atasan kepaca
bawahan untuk melakukan suatu tugas tertentu atas nama yang memberi
mandat.

Penandatanganan Naskah Dinas adalah hak, kewajiban dan tanggung
jawab yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani naskah dinas
sesual dengan tugas dan kewenangan pada jabatannya.

Peraturan Daerah adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk
hukum, yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh kepala daerah setelah
mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk
mengatur urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan. _
Peraturan Bupati adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk
hukum yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh Bupati.

Peraturan Bersama adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunarn
produk hukum yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh dua atau lebih
kepala daerah.

Keputusan Gubernur adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan
produk hukum yang bersifat penetapan konkrit, individual dan final yang
ditandatangani oleh Gubernur.

Keputusan Bupati adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk
hukum yang bersifat penetapan konkrit, individual dan final yang
ditandatangani oleh Bupati,

Keputusan kepala SKPD adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunar
produk hukum yang bersifat penetapan, individual, konkrit dan final yang
ditandatangani oleh Kepala SKPD.

Instruksi Bupati adalah naskah dinas yang berisikan perintah dari bupat
kepada bawahan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.

Surat Edaran adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasanr
dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dlanggap penting
dan mendesak.

Surat Biasa adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, pertanyaan,
permintan jawaban atau saran dan sebagainya.

Surat Keterangan adalah naskah dinas yang berisi pernyataan tertulis darl
pejabal sebagal tanda bukti untuk menerangkan atau menjelaskan
kebenaran sesuatu hal.
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Surat Perintah adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada
bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan tertentu.
Surat izin adalah naskah dinas yang berisi persetujuan terhadap suatu hal
permohonan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenana.

Surat Perjanjian adalah naskah dinas yang berisi kesepakatan bersama
antara dua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau
perbuatan hukum yang telah disepakati bersama.

Surat Perintah Tugas adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan
kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Surat Perintah Perjalanan Dinas dapat disingkal SPPD adalan naskah
dinas dari pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat tertentu
untuk melaksanakan perjalanan dinas.

Surat Kuasa adalah naskah dinas cari pejabat yang berwenang kepada
bawahan berisi pemberian wewenang dengan atas namanya untuk
melakukan suatu tindakan tertentu dalam rangka kedinasan.

Surat Undangan adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi
undangan kepada pejabat/pegawal yang tersebut pada alamat tujuan untuk
menghadiri suatu acara kedinasan.

Surat Keterangan Melaksanakan Tugas adalah naskah dinas dari pejabat
yang berwenang berisi pernyataan bahwa seorang pegawai telan
menjalankan tugas.

Surat Panggilan adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi
panggilan kepada seorang pegawai untuk menghadap.

Nota Dinas adalah naskah dinas yang bersifat internal berisi komunikasi
kedinasan antar pejabat atau dari atasan kepada bawahan dan dari
bawahan kepada atasan.

Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas adalah naskah dinas untuk
menyampaikan konsep naskah dinas kepada atasan.

Lembar Disposisi adalah naskah dinas dari pejabat vang berwenang berisi
petunjuk tertulis kepada bawahan.

Telaahan Staf adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan antara
lain berisi analisis pertimbangan, pendapat dan saran-saran secara
sistematis, '

Pengumuman adalah naskah dinas dari Pejabat yang berwenang berisi
pemberitahuan yang bersifat umum.

Laporan adalah naskah dinas dar bawahan kepada atasan yand berisi
informasi dan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugas kedinasan
Rekomendasi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi
keterangan atau catatan tentang sesuatu hal yang dapat dijadikan bahan
pertimbangan kedinasan.

Surat Pengantar adalah naskah dinas berisi jenis dan jumlah barang yang
berfungsi sebagai tanda terima.

Telegram adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi hal
tertentu yang dikirim melalui telekomunikasi elektronik. -
Lembﬁran Daerah adalah naskah dinas untuk mengundangkan peraturan
daerah.

Berita Daerah adalah naskah dinas untuk mengundangkan peraturan
kepala daerah.
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Berita Acara adalah naskah dinas yang berisi keterangan atas sesuatu hal

yang ditanda tangani oleh para pihak. , )
Notulen adalah naskah dinas yang memuat catatan proses sidang aiau

rapat. 5
Memc adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi catatan

tertentu. .
Daftar Hadir adalah naskah dinas dari pejabat berwenang yang berisi
keterangan atas kehadiran seseorang. _—
Piagam adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi
penghargaan atas prestasl yang telah dicapai atau keteladanan yang telah
diwujudkan.

Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan dapat disingkat STTFP
adalah naskah dinas yang merupakan tanda bukti sesorang telah lulus
pendidikan dan pelatinan tertentu.

Sertifikat adalah naskah dinas yang merupakan tanda bukti seseorang telah

mengikuti kegiatan tertentu.
Perubahan adalah merubah atau menyisipkan suatu naskah dinas.
Pencabutan adalah suatu pernyataan tidak berlakunya suatu naskah dinas

sejak ditetapkan pencabutan tersebut.. -
Pambatalan adalah pernyataan bahwa suatl naskah dinas dianggap tidak
pernah dikeluarkan.
BARTI
TATA NASKAH DINAS

Pasal 2

Asas Tata Naskah Dinas terdiri atas !

oo oo

(1)

(2)

(3)

(4)
(5)

. asas efisien dan efektif,

. asas pembakuan,

asas akuntabilitas;

asas Keterkaitan,;

asas kecepatan dan ketepatan; dan
asas keamanan.

Pasal 3

Asas efisiensi dan efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a,
dilakukan melalui penyederhanaan dalam penulisan, penggunaan ruang
atau lembar Naskah Dinas, spesifikasi informasi, serta dalam penggunaan
Bahasa Indonesia vang baik, benar dan lugas.

Asas pemnbakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dilakukan
melalui tata cara dan bentuk yang telah dibakukan. :

Asas akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, yaitu
penyelenggaraan Tata Naskah Dinas harus dapat dipertanggungjawabkan
dari segi isi, format, prosedur, kewenangan, keabsahan, dan dokumentasi.
Asas keterkaitan sebagaimana cimaksud dalam Pasal 2 huruf d, yaitu Tata
Naskah Dinas diselenggarakan dalam satu kesatuan sistem.

Asas kecepatan dan ketepatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf
e, yaitu Tata Naskah Dinas diselenggarakan tepat waktu dan tepat sasararn.



sud dalam Pasal 2 huruf f, yaitu

(6) Asas keamanan sebagaimana dimak il
s harus aman secara fisikk can

penyelenggaraan Tata Naskah Dina

substansi,
Pasal 4 '
Prinsip-prinsip penyelenggaraan Naskah Dinas terdiri atas :
a, ketelitian
b. kejelasan,

c. singkat dan padat; dan
d. logis dan menyakinkan.

Pasal &

]

(1) Prinsip ketelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf 2

diselenggarakan secara teliti dan cermat dari bentuk, susunan pengetikan,
isi, struktur, kaidah bahasa dan penerapan kaidah ejaan di calam
pengetikan. :

(2) Prinsip kejelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b
diselenggarakan dengan memperhatikan kejelasan aspek fisik dan matern
dengan mengutamakan metode yang cepat dan tepat.

(3) Prinsip singkat dan padat sebagairnana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c,
diselenggarakan dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan
benar.

(4) Prinsip logis dan menyakinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf
d, diselenggarakan secara runtut logis, dan menyakinkan serta struktur

kalimat harus lengkap dan efektif.
Pasal 6

Penyelenggaraan naskah dinas dilaksanakan sebagai berikut .
pengelolaan surat masuk;

pengelolaan surat keluar;

tingkat keamanan;

kecepatan proses;

penggunaan kertas surat,

pengetikan sarana administrasi dan komunikasi perkantoran; dan

warna dan kualitas kertas

@"eooTw

Pasal 7

Pengelolaan surat masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal & huruf a,
dilakukan melalui:
a. instansi penerima menindaklanjuti surat yang diterima melalui 1ahapan:
1) diagenda dan diklasifikasi sesuai sifat surat serta didistribusikan
ke unit pengelola; :

2) unit pengelola menindaklanjuti sesuai dengan klasifikasi surat dan
arahan pimpinan, dan .
3) surat masuk diarsipkan pada unit tata usaha;
b. copy surat jawaban yang mempunyai tembusan disampaikan
kepada yang berhak;



.

alur surat menyural diselenggarakan melalui mekanisme dari tingkat
pimpinan tertinggi hingga ke pejabat struktural terendah yang berwenang.

Pasal B

Pengelolaan surat keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b,
dilakukan melalui tahapan:

konsep surat keluar diparaf secara berjenjang dan terklnordinas_i sesuaq tugas
dan kewenangannya dan diagendakan oleh masing-masing unit tata

usaha dalam rangka pengendalian,

_surat keluar yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang

diberi nomor, tanggal dan stempel oleh unit tata usaha pada masing-
masing satuan kerja perangkat daeran;

_surat keluar sebagaimana dimaksud pada huruf b’ wajib segera dikirim; dan
. surat keluar diarsipkan pada unit tata usaha.

Pasal 8

Tlhgkat keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf C dilakukan
dengan mencantumkan kode pada sampul Naskah Dinas sebagai berikut:

a,

surat sangat rahasia disingkat SR, merupakan surat yang materi dan
sifatnya memiliki tingkat keamanan yang tinggi, erat hubungannya
dengan rahasia negara, keamanan dan keselamatan negara;

. surat rahasia disingkat R. merupakan surat yang materi dan sifatnya

memiliki tingkat keamanan tinggi yang berdampak kepada kerugian
negara, dan disintegrasi bangsa;

surat penting disingkat P, merupakan surat yang tingkat keamanan isi
surat perlu mendapat perhatian penerima surat;

. surat konfidensial disingkat K, merupakan surat yang materi dan sifatnya

memiliki tingkat keamanan sedang yang berdampak kepada
terhambatnya jalannya pemerintahan dan pembangunan,

. surat biasa disingkat B, merupakan surat yang materi dan sifatnya biasa

namun tidak dapat disampaikan kepada yang tidak berhak.
Pasal 10

Kecepatan proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, s:ebagai
berikut:

a.
b.
.
d.

amat segera/kilat, dengan batas waktu 24 jam setelah surat diterima,
segera, dengan batas waktu 2 x 24 jam setelah surat diterima;

penting, dengan batas waktu 3 x 24 jam seotelah surat diterima; dan
biasa, dengan batas waktu maksimum 5 hari kerja setelah surat diterima.

Pasal 11

Penggunaan kertas surat- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e,
sebagai berikut: '
a. kertas yang digunakan untuk naskah dinas adalah HVS 80 gram;



fH b.ipmggunaan kertas HVS diatas 80 grarﬁ atau jenis lain, hanya terbatas untuk
i !;H{ s, naskah dinas yang mempunyai nilai keasaman tertentu dan nilai

& imaan dalam waktu lama;

d:aan surat berlambang negara perwarna kuning emas atau logo
E ] n kertaa yang digunakan untuk makalah, paper dan laporan adalah A4
( :

h berwarna dicetak di atas kertas 80 grami

n kartas yang digunakan untuk surat-menyurat adalah Folio/F4 (215 %
%297 mm); dan

n kertas yang digunakan untuk pidato adalah A5 (165 x 215 mm),

1'13 Pasal 12

an sarana administrasi dan komunikasi perkantoran dimaksud dalam
Huruf f, sebagai berikut:
mqtfgunaan jenis huruf pica,
Al arial 12 atau disesuaikan cengan kebutuhan, dan
, SF'ESI 1 atau 1,5 sesuai kebutuhan.

i Pasal 13

4sl Warna dan kualitas kertas sabagaimana dimaksud dalam Pasal € huruf g
. 1}Iapmama putih dengan kualitas baik.

BAB Il

by it BENTUK DAN SUSUNAN NASKAH DINAS

L 7 Pasal 14

rug,:ian susunan Naskah Dinas produk hukum di lingkungan pemerintah
.' 'ter't terdiri atas:

‘i peraturan daerah;

: p’bmtur&n bupati;

€/ | peraturan bersama bupati; dan
liikaputusan bupati,

5:|| | Pasal 18
e tuk dan susunan Naskah Dinas surat di lingkungan pemerintah

afﬁdll terdiri atas:
A instruksi;

irat edaran;

I urat biasa;

l,,ﬂlii'ﬂt keierangan,

[mfrat perintah;

urat izin;

i surat Perjanjian;

_ Jisurat perintah tugas; .
Iy | st Jrat parlntah perjalanan dinas, (SPPD);

o PR



surat undangan,

surat keterangan melaksanakan tugas;
surat panggilan,

nota dinas;

nota pengajuan konsep naskah dinas;

lembar disposisi; “ : *
!
i
4

_—

N< % g€ C ol to0 D0

telaahan staf-,
pengumuman;
lapaoran;,
rekomendasi, .
surat pengantar: * f
telegram; 1
lembaran daerah; |
berita daerah-, . Hifl
berita acara; b1 6
notulen;
'} laa. memo;

. a-b. daftar hadir;
| ac. piagam; |
'\ ac. sertlfikat, dan i
ae. surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP).

o T ] i

v
el i

BAB IV

PENGGUNAAN DAN KEWENANGAN
ATAS NAMA, UNTUK BELIAU, PELAKSANA TUGAS, PELAKSANA
HARIAN DAN PEJABAT

%f Pasal 16

(1)Atas Nama yang disingkat a.n. merupakan jenis pelimpahan wewenang
dalam hubungan internal antara atasan kepada pejabat setingkat

H dibawahnya. b

; ,{2} Untuk beliau yang disingkat u.b. merupakan jenis pelimpahan wewenang =

dalam hubungan interna! antara atasan kepada pejabat dua tingkat

dibawahnya.

,(3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat {2} tetap
berada pada pejabat yang melimpahkan wewenang dan pejabat yang
menerima pelimpahan wewanang harus mempertanggungjawabkan kepada
pejabat yang melimpahkan wewenang.

Pasal 17
(1) Pelaksana tugas yang disingkat Plt, merupakan pejabat sementara pada

jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan
Nagkah Dinag, karena pejabat defnlt:f belum dilantik,

[2 F-'It sabagaimana dimaksud paua ayat (1) diangkat dengan keputusan kepala
SKFD atau Keputusan Gubernur atau Keputusan Bupati dan berlaku paling

ﬂa;ﬁa 1 (satu) tahun.
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(1)

(2)

(3)

(2)

(3) Plt. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas Naskah
" Dinas yang dilakukannya.

Pasal 18

Pelaksana tugas harian yang disingkat Plh. merupakan pejabat semeniara

pada jabatan tertentu yang mencapat pelimpahan wewenang
penancatanganan Naskah Dinas, karena pejabat definitf berhalangan

sementara.

Plh. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dengan keputusan
kepala SKPD atau keputusan gubernur atau keputusan bupati dan berlaku

paling lama 3 (tigd) bulan.
Pih. sebagaimana dimaksud pada ayat {1}
mempertanggungjawabkan pelaksanaan atas naskah dinas yang

dilakukannya kepada pejabat definitif.
Pasal 19

Pejabat yang disingkat Pj. merupakan pejabat sementara untuk jabatan

Bupati.
Pejabat sebagaimana pada ayat (1) melaksanakan tugas pemerintahan
.pada Daerah Kabupaten Barru sampai dengan pelantikan pejabat definitif.

BAB V

PARAF, PENULISAN NAMA, PENANDATANGANAN,
DAN PENGGUNAAN TINTA UNTUK NASKAH DINAS

Bagian Kesatu

Paraf
- Pasal 20

Setiap Naskah Dinas sebelum ditandatangani terlebin dahulu diparaf.’

Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum  sebelum
ditandatangani terlebih dahulu diparaf pada setiap lembar, .

Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh
pejabat terkait secara horizontal dan vertikal.

Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2] merupakan
tanda tangan singkat sebagal bentuk pertanggungjawaban atas muatan
materi, substansi, redaksi dan pengetikan Naskah Dinas.

Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
a. . paraf hierarki; dan

b. paraf koordinasi.
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Bagian Kedua
Penulisan Nama

Pasal 21

| Bupati, pada naskah dinas:

isan nama Bupati atau Waki
tidak menggunakan gelar;

Penul
an susunan produk hukum

. dalam bentuk d
' dan

b.; dalam bentuk dan susunan surd
) Penulisan nama pejabat selain yang
‘menggunakan gelar, nomor induk pegawa

t menggunakan gelar.

dimaksud pada ayat (1)
i dan pangkat

b

2

—iia

Bagian Ketiga

Penandatanganan Naskah Dinas
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Pasal 22

h Dinas dalam bentuk dan susunan

Bupati menandatangani Naska
14 terdiri atas:

produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal

(1)

a. peraturan daerah;
b. peraturan bupati;
c. peraturan bersama bupati; dan

d. keputusan bupati.

Bupati menandatangan| Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan
surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdir atas:
instruksi;
surat edaran:
surat biasa,
surat keterangan;
surat perintah;
surat izin;
surat perjanjian;
surat perintah tugas;
surat kuasa,
surat undangan,
surat keterangan melaksanakan tugas;
‘surat panggilan;
. nota dinas;
lembar disposisi;
pengumuman,
laporan;
rekomendasi;
. telegram;
' berita acara:

(2)
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u:-plagam; ;
v. sertifikat; dan 1
w. surat tanda tamat pendidikan dan Pelatihan (STTFP).

Pasal 23 .

| o i izi dibidang
1) Bupati mendelegasikan penandatanganan perizinan
B pﬂﬁ:y‘anan yang bersifat lintas sekior kepada SKPD vyang

E | membidangi pelayanan perizinan terpadu.

i i da ayat (1)
Penyelenggaraan perizinan sebagaimana dlmalksud pa
SE ;ra fungsional tetap menjadi tanggung jawab SKPD vyang

Pasal 24

"(1} Wakil Bupati menandatangani Naskah Dinas -:Ialal:q bentuk dan
susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:

a, surat blasa;

b. surat keterangan;
c. surat perintah;

d. suratizin;

e. surat perintah tugas;
f. surat keterangan melaksanakan tugas,
g. nota dinas;

h. lembar disposisi;

i, telaahan staf,

j. laporan,

k. rekemendasi; dan
1. ‘memo.

(2) Wakil Bupati atas nama Bupati menandatangani Naskah Dinas meliputi:
&, dalam bentuk dan susunan produk hukum keputusan; dan
b. dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 terdiri atas:
[ _ 1) surat edaran;
i 2) surat biasa,
1) surat keterangan,
4) surat perintah;
5) surat izin: ,
5) surat perintah tugas;
6) surat keterangan melaksanakan tugas,
7) nota dinas;
8) lembar disposisi;
19 pengumuman;
10} telegram;
11) berita acara;
" 12)piagam; dan
il ,1_‘3; sertifikat.
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| (2) Sekretaris Daerah atas nama Bupati menandatangani Naskah Oinas

Pasal 25

{1) Sekretaris Daerah menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk dan
susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:

=

=

S TO 0000

NEXZE 2 0DDBO33 X

surat biasa;
surat keterangan,

surat perintah;

surat izin,
surat perjanjian,
surat perintah tugas;
surat perintah perjalanan dinas;
surat kuasa,
surat undangan,
surat keterangan melaksanakan tugas (SPFPD);
surat panggilan:
nota dinas,
ncta pengajuan konsep naskah dinas;
lembar disposisi;
telaahan staf,
pengumuman;
laporan;
rekomendasi;
surat pengantar,
lembaran daerah;
berita dasrah;

berita acara;

. notulen;

memao:
daftar hadir; dan
sertifikat.

yang meliputi:

b.

dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa
Keputusan Bupati; dan :
dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksuc dalam
Pasal 15 terdiri atas:

1) surat edaran;

2) surat biasa;

3)  surat keterangan;

4) surat perintah;

5)  surat izin;

§) surat perjanjian;

7y  surat perintah tugas:

8) surat undangan;

9) surat keterangan melaksanakan tugas;

10} surat panggilan;

11} neta dinas;

=
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1. b, telaahan staf, dan
‘41t 0. laporan.

T b A

(8)
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12)
13)
14)
15)
16)
17)

Asisten

S@ e apow

Asisten atas nama Sekretaris Daerah menandatangani Naskah Dinas
bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 terdiri

atas:

pengumumarn;

telegram;

berita acara-,

piagam;

sertifikat, dan
surat tanda tamat pendidikan

a. surat biasa;

~oTameaoco

surat keterangan,

surat perintah;

surat perintah tugas;

surat perintah perjalanan dinas (SPFD);
surat undangan;

surat panggilan,

nota dinas;
ncta pengajuan konsep naskah dinas;
. laporan;
k. surat pengantar; dan

|. daftar hadir.

Pasal 26

FPasal 27

il | FPasal 28
1.(1) Kepala SKPD menandatangani Naskah Dinas daiam bentuk dan s
1.4, suratsebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
| ey
i
it Ili;i

dan peatihan (STTPP)

menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk - dan
susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:

nota dinas;
nota pengajuan konsep naskah dinas
lembar disposisi;

telaahan staf;
laporan,
surat pengantar,
notulen; dan
meama,

. .. Staf ahli menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan
., surat sebagaimana dimaksud dalam Fasal 15 terdiri atas:
| a. nota pengajuan konsep naskah dinas;

usunan
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a. surat biasa;

b. surat keterangan; i)
C. surat perintah; . U
d. surat izin; ;

e. surat perjanjian;

f. surat perintah tugas:

a. surat perintah perjalanan dinas (SPPD}
h. surat kuasa;

I, surat undangan; o

j. surat keterangan melaksanakan tugas;
k. surat panggilan;

|, nota dinas;

m.nota pengajuan konsep naskah dinas;
n. lembar disposisi;

‘0. telaahan staf;

P.pergumuman;

q. laporan;

. rekomendasi;

s, berita acara;

t. memo,

u. daftar hadir; dan

v. sertifikat.

(2) Kepala SKPD atas nama Bupati menandatangani Naskah Dinas yang
meliputi; _ Y
a. dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa Keputusan bupati; dan '
b. dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15

terdiri atas: '

1) surat biasa;

2) surat keterangan;

3) surat perintah; .

4) surat undangan; dan

5) sertifikat.

(3) Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan selaku Kepala SKPD atas
nama Bupati menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan
surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:

a. surat biasa;

. b. surat undangan;

€. pengumuman;

d. laporan;,
e. telegram;
f. piagam,;
g. sertifikat; dan
. h, surat tanda tamat pelatihan dan pendidikan (STTPF) g
}. 1
il
(TR i
: 16 i
i¥

PeTan
Pl



Pasal 25

(1) Sekretaris DPRD menandatangani Naskah Dinas daigm nentuk dan
- susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
surat biasa;
surat keterangan;
surat perintah;
surat izin,
surat perjanjian;
surat perintah tugas;
surat perintah perjalanan dinas (SPPDY);
surat kuasa;
surat undangan;,
surat keterangan melaksanakan tugas
surat panggilan;
nota dinas;
. nota pengajuan kensep naskah dinas,
lembar disposisi;
telaahan staf;
pengumuman;
laporan;
rekomendasi;
berita acara;
memao; dan
daftar hadir

cep FEBSSa g TFTogOTTOsT®

~ (2) Sekretaris DPRD atas nama Bupati menandatangani Nnaskah Dinas

meliputi:

a. dalam bentuk dan susunan produk hukum Keputusan Bupati, dan

b.dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 terdiri atas: -

1) surat biasa;
2) surat keterangan; dan
3) surat perintah.

— e —— L . a e ——] —

Pasal 30

(1) Kepala UPT Dinas/Badan menandatangani Naskah Dinas dalam
bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri
atas:

surat biasa,

surat perintah;

surat perjanjian;

surat perintah tugas;

surat perintah perjalanan dinas (SPPD);

surat kuasa;

surat undangan, '

surat keterangan melaksanakan tugas;

L TO P o0TO
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sural panggilan;
nota dinas;
nota pengajuan konsep naskah dinas;
lembar disposisi;
.'telaahan staf,
pengumuman;
laporan,
rekomendasi;
berita acara;
memo; dan
daftar hadir.

wooBeIFTEFTT

Kepala UPT Dinas/Badan atas nama Kepala Dinas/Badan
menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan surat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terciri atas!

‘3. surat biasa;

b. surat keterangan;

¢. surat perintah;

d. nota dinas: dan

g. daftar hadir,

Pasal 31

(1) Sekretaris menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan sural

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terciri atas:
surat biasa;
surat keterangan;

surat perintah;
surat kuasa,

a.
b.
«3
d.
e. surat undangan;

f. nota dinas; .

g. nota pengajuan konsep naskah dinas;
h. lembar disposisi,

l. telaahan staf;

j. laporan;

k. memo; dan

|, daftar hadir.

(2) Sekretaris atas nama Kepala SKPD menandatangani Naskah Dinas

dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
terdirl atas: -

surat biasa;

surat keterangan;

surat perintah;

nota dinas; dan

daftar hadir.

Tono o



! 4 Pasal 32
(1) Camat menandatangani Naskah Dinas daiarq Ibantuk dan susunan
surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:

-surat biasa:

surat keterangan;

surat perintah:;

surat izin;

surat perjanjian;

surat perintah tugas;

surat perintah perjalanan dinas (SPPD).

surat kuasa,

surat undangan,

surat keterangan melaksanakan tugas;
surat panggilan;

nota dinas;
. nota pengajuan konsep naskah dinas;
. lembar disposisi;
. telaahan staf; ‘
pengumuman;

|aporan;

rekomendasi;

berita acara,

memo, dan

daftar hadir,

(2) Camat atas nama Bupati menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk
dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
a.surat biasa,
b.surat keterangan;
c.surat perintah; dan
d.surat undangan.

Cr@TaBEeI] AT IE 00D

Fasal 33

(1) Kepala Bagian, atau Kepala Bidang menandatangani Naskah Dinas
dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
terdiri atas:

. surat perintah;

. nota dinas;

. nota pengajuan konsep naskah dinas;

. lembar disposisi;

..telaahan staf,

laporan, dan

. daftar hadir,

w oo oo

I:IijKa_paIa Bagian,atau Kepala Bidang atas nama Kepala SKFPD
menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan surat
'f-ebi;jl__ aimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
RES) ;




?

surat keterangan;
surat perintah;
nota dinas; dan
daftar hadir.

® 00T

Pasal 34

(1) Lurah menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan surat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:

surat biasa;
surat keterangan;,
surat perintah;
surat izin;
_surat perjanjian;
surat perintah tugas.
surat perintah perjalanan dinas (8PPD);
surat kuasa,
surat undangan;
surat keterangan melaksanakan tugas:
surat panggilan;
nota dinas,
. nota pengajuan konsep naskah dinas;

lembar disposisi;

telaahan staf;

pengumuman,;

laporan;

rakomendasi;

berita daerah; :
berita acara;

memo,; dan

daftar hadir.

SETWL OB OIZzTFYTompON DR

(2) Lurah atas nama Camat menandatangani Naskah Dinas dalam'bentuk
dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
a. surat biasa; -

b. surat keterangan;

c. surat perintah; dan

d. surat undangan.

Pasal 35

(1) Kepala subbagian, kepala subbidang, atau kepala seksi menandatangani
Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud
Pasal 15 terdiri atas: -

a. notadinas;

b, nota pengajuan konsep naskah dinas;
c. telaahan siaf; dan

d. laporan.

SRR e U s
i
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ng, kepala seksi, atas nama
bidang menandatangani Naskah
t sebagaimana dimaksud dalam

{
1,

2) Kepala subbagian, kepala subbida
sekretaris, kepala bagian, atau kepala
Dinas dalam bentuk dan susunan sura
‘Pasal 15 terdiri atas;

'@, surat perintah;

i .| b. notadinas; dan

11 ¢ daftar hadir,

3 i
|
..':I
o
1

Bagian Keempat
Pendelegasian Penandatanganan Naskah Dinas

Pasal 36

(1) Ketentuan mengenai pendelegasian penandatanganan Naskan Dinas

diatur dalam Peraturan Bupati. ‘
(2) Pelaksanaan pendelegasian penandatanganan Naskah Dinas

ditetapkan dengan keputusan bupati.

Bagian Kelima
Penggunaan Tinta untuk Naskah Dinas

Pasal 37
(1) Tinta yang digunakan untuk Naskah Dinas berwarna hitam.
(2) Tinta yang digunakan untuk penandatanganan dan paraf Naskah

Dinas berwarna biru tua,
(3) Tinta yang dipergunakan untuk keperluan keamanan Naszkah Dinas

barwarna merah.

BAE VI
STEMPEL

Bagian Kesatu

i i Jenis
| ‘ - Pasal 38
| Jenis stempel untuk Naskah Diras di Lingkungan Pemerintah Daerah’ terdiri
| atas; -
F ' ig. stampel jabatan; dan

‘b, stempel perangkat daerah,

Pasal 39

(1)Stempel jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a

stempel jabatan Bupati. .
(2)Stempel jabatan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beris
nama jabatan dan menggunakan lambang negara dengan pembaias
tanda bintang. :

et e A

¥ T 5T e
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(1)

. i B
Tk

Stempe! Perangkat Daerah sebagaim

‘b, terdin atas: ‘
a. stempel SKPD dan/atau lembaga lain;
b. stempel SKPD untuk keperluan tertentu; dan

¢, stempel UPT.

Stempel jabatan Bupati, stempel Perangkat
dimaksud dalam Pasal 37 berbentuk lingkaran.

Ukuran stempel jabatan, stempel

dalam Pasal 38 meliputi :
_ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan dan stempel

perangkat daerah adalah 4 em;
b, ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jabatan dan perangkat

daerah adalah 3,8 cm; .
c. ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel jabatan dan perarigkal

daerah adalah 2,7 cm; dan
d.jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran dalam maksimal

1 cm.

@)

Pasal 40
ana dimaksud dalam Pasal 38 huruf

Bagian Kedua
Bentuk, Ukuran dan Isi

Pasal 41
Daerah sebagaimana

Pasal 42
perangkat daerah sebagaimana dimaksud

Pasal 43

Ukuran stempel SKPD untuk keperluan tertentu sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, meliputi :
a. ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan dan stempel

perangkat daerah adalah 1,8 cm;

b. ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jabatan dan stempel
perangkat daerah adalah 1,7 cm;

c. ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel [abatan dan stempel
perangkat daerah adalah 1,2 em; dan X

d. jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran dalam
maksimal 0,5 cm.

Stempe! Perangkat Daerah untuk keperluan tertentu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk Kartu Tanda
Penduduk(KTP), kartu pegawai, tanda pengenal, asuransi kesehatan
dan sejenisnya. :

i Pasal 44

Stempel jabatan berisi nama jabatan dan menggunakan lambang negara
dengan pembatas tanda bintang.
e :
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aimana dimaksud dalam pasal 40 huruf a

) | perangkat daeran sebag
D s si atau kabupaten, nama SKPD

.| dan huruf b berisi nama pemerintah provin
| yang bersangkutan.

(3) Stempel UPT =sebagaimana dimaksud dalam
| pemerintah kabupaten, nama SKPD dan nama

pasal 40 huref ¢, berisi nama
UPT yang bersangkutan.

Bagian ketiga

Penggunaan
Pasal 45

(1) Pejabat yang berhak menggunakan stempel ]at:tatan s_ehagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, Bupati, dan Wakil Bupatl.

{Z]Pé}abat yang berhak menggunakan stempel perangkat daerah

. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b, Kepa'a SKPD.

kepala lembaga lainnya, kepala UPT atau pejabat yang diberi wewenang.

Pasal 46

(1) Perangkat Daerah kabupaten yang berhak menggunakan stempel perangkat
* daerah sebagaimana dimaxsud dalam Pasal 40 huruf b meliputi:

‘& sekretariat daerah;

| b gekretariat DPRD;

{.c..dinas daerah;

.'d. lembaga teknis daerah;

''e. kecamatan;
f kelurahan; dan
g. lembaga lainnya.

e SRt
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Pasal 47

Stempel untulk Naskah Dinas menggunakan tinta berwarna ungy dan
dibubuhkan pada bagian kiri tandatangan pejabat yang menandatangani

| | Naskah Dinas.

Bagian Keempat

Kewenangan Pemegang dan Penyimpan Stempel
Pasal 48

(1) Kewenangan pemegang dan penyimpan stempel jabatan untuk
Naskah Dinas dilakukan oleh unit yang membidangi urusan
ketatausahaan pada Sekretariat Daerah.

(2) Kewenangan pemegang dan penyimpan stempel Perangkat ‘Daerah
dilakukan oleh unit yang membidangi urusan ketatausahaan pada setiap
SKPD.

(3) Unit yang membidangi urusan ketatausahaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) bertanggung jawab atas penggunaan stempel.
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(4) Penunjukan pejabat pemegang
dimaksud pada ayat (3) ditetapkan

{1yUntuk pengam
Daerah, menggunakan kode.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standarisasi i
' stempe! sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di

‘oleh Bupati.

dan penyimpan stempel sebagaimana
dengan Keputusan Kepala SKPD.

Bagian Kelima
Pengamanan

Pasal 48

anan stempel Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah

kode pengamanan
atur tersendiri

BAE VI
KOP NASKAH DINAS

Bagian Kesatu
Jenis

Pasal 50

Jenis Kop Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:
a.kop naskah dinas jabatan; dan
b.kop naskah dinas perangkat daerah.

Bagian Kedua
Bentuk dan Isi

Pasal 51

1) Kop Naskah Dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50
huruf a, untuk Bupati atau Wakil Bupati menggunakan:

a.

lambang negara berwarna kuping emas dan ditempatkan dibagian
tengah atas untuk naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk

hukum;

lambang negara berwarna kuning emas dan ditempatkan dibagian
tengah atas serta alamat nomor telepon, nomor faksimile, web site,
e-mail dan kode pos ditempatkan dibagian tengah bawah untuk
naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat.

2) Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah KKabupaten memuat sebutan
pemerintah kabupaten, nama satuan kaerja perangkat daerah, alamat,

namor telepon, nomor faksimile, website, e-mail dan kode pos.

3) Kop Naskah Dinas Kecamatan memuat sebutan pemerintah
kabupaten, nama kecamatan, alamat, nomor telepon, nomor faksimile,
website, e-mall dan kode pos.
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4) Kop Naskah Dinas Kelurahan memuat sebutan pemerintah
kabupaten, nama kecamatan, kelurahan. alamat, nomor telepon, nomor
faksimile, website, e-mail dan kode pos.

Paragraf Ketiga
Penggunaar

Pasal 52

(1) Kop Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Easal 51 ayat (17,
digunakan untuk Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Bupati atau

Wakil Bupati.

(2) Kop Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam F’asgl 51 ayat (2).
digunakan untuk Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Kepala
SKPD kabupaten, lembaga lainnya atau pejabat lain yang ditunjuk.

(3) Kop Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3),
digunakan untuk Naskah Dinas yang ditandatangani oleh camat yang
bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk.

(4) Kop Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4),
digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh lurah yang
bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 53

Kop Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat {2)
digunakan untuk Naskah Dinas yang ditandatangani oieh staf ahli Bupati.

BAB VIl
SAMPUL NASKAH DINAS

Bagian Kesatu

Jenis

Pasal 54

Jenis Sampul Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas: -
a. sampul naskah dinas jabatan; dan
b, sampul naskah dinas perangkat daerah,

Bagian Kedua
Bantuk, Ukuran dan =i

Pazsal 35

Sampul Naskah Dinas Jabalan dan Sampul Naskah dinas perangkat

| daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 berbentuk persegi empat

Ppanjang
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Pasal 6

(1) Ukuran Sampul Naskah Dinas Jabatan dan Sampul Naskah Dinas

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 mefiputl.

a. sampul kantong dengan ukuran panjang 41 cm dan lebar 30 cm;

b. sampul folic/map dengan ukuran panjang 35 cm dan lebar 25 cm;

c. sampul setengah folio dengan ukuran panjang 28 cm dan lebar 18 cm;
dan

d. sampul seperempat folio dengan ukuran panjang 28 cm dan lebar 14
cm.

(2) Jenis kertas Sampul Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menggunakan kertas sampul dengan warna:
a. putih untuk Sampul Naskah Dinas jabaian sebagaimana dimaksud
Pasal 53 huruf a; dan
b. coklat untuk Sampul Naskah Cinas perangkat daeran sehagaimana
dimaksud dalam 54 huruf b.

Pasal 57

(1) Sampul Naskah Dinas Jabatan berisi lambang negara berwarna kuning
emas dan nama jabatan dan alamat, nomor telepan, faksimile, e-mail,
website dan kode pos dibagian tengah atas.

(2) Sampul Naskah Dinas Perangkat Daerah berisi nama semerintah
kabupaten atau nama kecamatan, nama keluharan, dan nama SKPD,
yang bersangkutan, alamat, nomor telepon, faksimile, e-mail, website
dan kode pos dibagian tengah atas.

(3) Sampul Naskah Dinas UPT berisi nama pemerintah kabupaten, nama
kecamatan, nama kelurahan, nama SKPD, UPT yang bersangkutan dan
alamat, nomor telepon, faksimile, e-mail, website dan kode pos dibagian
tengah atas.

BAB IX

PAPAN NAMA

Bagian Kesatu
Jenis

Pasal 53

Jenis papan nama di lingkungan pemerintan daerah terdiri atas:
a. papan nama kantor bupati; dan . T
b. papan nama perangkat daerah.



Bagian Kedua
Bentuk, Ukuran, Isi

Pasal £9

Papan nama di lingkungan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 58 berbentuk empat persegl panjang.

Pasal 60

Ukuran papan nama di lingkungan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 59 disesuaikan dengan besar bangunan.

Pasal 61

(1)Papan nama di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 58 huruf a berisi tulisan kantor bupati, alamat, nomor telepon dan

kode pos. .
(2) Papan nama di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 58 huruf b berisi tulisan pemerintah kabupaten dan nama SKPD

yang bersangkutan, alamat, nomor telepon serta kode pos.
(3) Jenis bahan dasar, warna, besar huruf papan nama kantor gubernur, kantor
bupati, perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
- diatur oleh bupati.

Bagian Ketiga
Penempatan

Pasal 62

Papan nama kantor, perangkat daerah ditempatkan pada tempat yang strategis,
mudah dilinat dan serasi dengan letak dan beniuk bangunannya,

Pa=zal 63

Bagi beberapa kantor, SKPD yang berada di bawah salu atap atau satu
komplek, dibuat dalam satu pagan nama yang bertuliskan semua nama SKFD

BAB X
PERUBAHAN DAN PENCAEUTAN

Pasal 64

(1) Perubahan dan pencabutan Naskah Dinas dilakukan dengan bentuk dan
susunan Naskah Dinas yang sejenis.

(2) Pejabat yang menandatangani Naskah Dinas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang menetapkan, dan
mengeluarkan atau pejabat diatasnya.
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BAE XI

PELAPORAN

Pasal 65

(1) Kepala SKPD melaporkan pelaksanaan Naskah Dinas di
lingkungannya kepada Bupati dan/atau pejabat berwenang yangd

ditunjuk oleh Bupati.

(2) Bupati melaporkan pelaksanaan Naskah Dinas di lingkungan
pemerintah kabupaten kepada Gubernur.

BAB Xl

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 66

Bupati melakukan Pembinaan dan Pengawasan atas
penyelenggaraan Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah

Kabupaten Barru.
BAB (il

KETENTUAN PERALIHAN '
Pasal 67

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Barru Nomor
06 Tahun 2006 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Barru, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAE IV

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 68

Bentuk dan susunan Naskah Dinas, penempatan a.n., u.b,, u.p,, Plt. Plh. dan Pj.,
paraf, bentuk, ukuran dan isi Stempel, Kop Naskah Dinas, Sampul Naskah Dinas
dan papan nama sebagaimana dimaksud dalam Bab Ill, Bab IV, Bab V, Bab VI,
‘Bab Vil, Bab VI, dan Bab IX tercantum dalam Llampiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupatl ini
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Pasal 69

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Agar seliap orang
tannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

Bupati ini dengan penempa

Ditetapkan di Barru

padatanggal 12 Appil 2010

B U.
—

AND! MUHAMMAD RUM

Diundangkan di Barru
pada tanggal b aprdl 2010
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,

@

H. KAMIL,

RERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2010 NOMOR.85..+

.-l.li'l..-
e
S p——
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Lampiran ; Peraturan Bupati Barru
Mamer @ .
Tangga!

BENTUK DAN SUSUNAN NASKAH DINAS, PENEMPATAN a.n, u.b, Pit, PIh DAN Pj, PARAF,
PENANDATANGANAN, BENTUK UKURAN DAN 131 STEMPEL, KOP NASKAH DINAS,

EAMPUL MASKAI DINAS DAN PAPAN NAMA

A, BENTUK DAN SUSUNAN NASKAH DILAS

BEURATT cosioremaimssinpms

PERATURAN DACRAH KABUPATEN
NOMOR ......ccoeeeern TAHUN... i
TENTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang ra. bahwe

..............................................

¢. dan selerusnya;

Menpingat ¢ | Uindang=undang

[

. Paraturan Pemerintah

3, dan setzrusnys.

Dengan persetujuan bersama
DEWAMN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAB .o
Dan
BUIPAT . icommsisas ey i

MEMUTUSEAN
Menetapkan i PERATLRAMN DAERAH
P TAT o cesevrog s b s A A RIS R
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” BAB
KETENTLIAN FIMTIM
Pasal |
4 I R e e T
W edasinariica I
BABI

...............................................

o

anpgal diundangkan. Agar setiap OTANg

Peraturan Daerah ini mulsi berlaku pada t
dengan penempatannya dalam

mengetahuinya, memerintahkan peEngundangan
Lembaran Daerah Kagzupaten (nama Kabupaten).

DitetepKan di oo s
Pada tangaal oo
£ [0 - O —
NAMA ’
Dlundangken di cooeiees T —— .
Padatangzal o iemenn e _K
SEKRETARIS DAERAH
MAM A
Pangkat
NI,
LEMBARAN DAELAH KABUPATEN. .. i '
TAHUM e e NOMORL e et PR Nt (R E el TR T




BUPATL iovveivisnrmransissnsnne

PERATURAN BUPATI BARRU

NOMOR .ovvrmmnnen TAHUMN .
TENTANCG

TTRIE] R P T T T P E T T R R L wamme

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang ra. bahwa |

.....................................................................................................................

¢. dan seterusnya,

Mengingat 1L Lindang-tndang

2. Peraturar Pemerintah
3. dan seterusnya.
MEMUTLSKAN :

Menatapkan : PERATURAN BUPATI
S 1 R oo ot SRl L e Yo SR e

BAB | -
KETEMTUAMN LIMUM
Pasal 1
g T O D g
o T SRR, . SR Sy NPT SO A —) )
BB s et dan seterusnya, .
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BAB Il
{ dan setersnya |

Perpturan Daerah ini mulai herlacu pada tanggal dinndangkan. Agar setiap orang
mengetahuinys, memerintahkan pengundangan dengar pencmpatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten (nama Kabupaten). L

DiterapKan di cuerssisisscemeesssssarmessmniins
Pada tanggal .o s

BUPATL oisvsiasrmianisinasinmnees

Diundangkan di e ceemnsisssisin
Pada EANERAL i

SEKRETARIS DAERAH

NAMA
. Pangkat
NP,

LUMBARAN DAERAH KABUPATEN. i TS




Mgnimbang

henetapkan

Mengingat :
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BUFAT covivesnsmmsnnnnrrmsanses

PERATURAN BERSAMA BUPAT Lo
D&N HUI’.qu1quli|r||l s Ll AL R LU L LA LA

NOMOR e venagpsnragas LAHUMN. s canas
NOMOR R, ¥ . 1€

TENTANG

MMMMMMM MMM

MMMMMMMM MM MMM MMM MM
MMMMMMMMMA

MMMMMMMMMMMMMAMMMY
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEAN ocrvemvssnissspassapmnrmsrsses

BUPAT] .civinsiavsvaiansasinpanssasrnimisnsaspit

b i:lzll.;awa
i ;iﬂl"l seterusnya;
|. Undang-undang
" peraturan pemerintah
5 don sworunys. | " 3
MEMUTUSKAN
; FEE..-‘-.TUR;;N BERSAMA BUPAT ... st DAN
BUIP AT L osseccsreossnapramarsssstssisn pyrissaiiiinassise WO LR s e
BAB !
KETENTUAN UMUM
Pasal |

{1} dan seterusny.



BAB Il

{ dan setarisnya

Persturan Rersama Rupati dan Runati ini mulai berlaku pada tanggal dinndangkan.© ok
Agar setinp  orang mengetaiuinya, memerintahkan  pengundangar dengan
penempatannya dalam {Lebaran Daeral/Berita Daerzh)

Ditetapkan di ..o
Pada tanEEAL .o
BUPATL ceesieis BUPATLisinnsan
MANMA MaMA

Diundanghkan di e
Pada tRAREAL v e
SEKRETARIS DAERAL { Pemrakarsa)

NAMA
Pangkat
NIF,

IERITA DAERAH PROVINSI {PemrBkarsa). e i
TABUN, e NOMOR e A R R




BUPATL covievinrmssseamsssannan

KEPUTUSAN BUPAT Lecinimssimmumrnisssases
NOMOR iiverenresesnen TAHUN o
TRNTANG

Menimbang Ve

I,
e s o e e e s

c. dan seterusnya,
Mengingat ¢ |, Undang-undang
T eraturan Pemerintah
3, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan - KEPUTUSAN BUPATI TENTANG

KESATU

KEEMPAT

Ditetapkan di oo
pada ANEEAL .o e

Salinan sesunidengan aslinya BUPATI s
KEPALA BAGIAN HLUIKLIM

NAMA MAMA
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PEMEFJNT#?[KhBUFATEﬁ!KDTA
SEKRETARIAT DALRAH
K EPUTUSAN BUPATLuvucisisssissirimmncssssss
MNOMOR (i TAHUR e
TENTANG
GBUPATI '
Wenimbang til
balwa, .. ..
b. )
A e s b s e e RS
& dan seterusnya; b
l'-f.:lengingat ¢ 1. Undang-undang :
b=l 2, Peraturan Pemerintah ;j_.| ?
.................................................... i
1, dan seterusnya; i
H
£
MEMUTUSKAN $
Menetapkan = KEPUTUSAN BUPAT] TENTANG w.ocmmmmssrssssocss g L
KESATU R R 1 pi
ﬁﬂﬁm Ty o AP ST e e T T e e
RE+IGA B RArR b e P AR AR VR S I O TP R SRR S ;.". s
BENIPAT  © uirivs st s 5 s S A Bt b ()
] il
: DHELAPKAN Bi 1.ocouuvasrmsrmsntessinsbivra sl
} pada tAREER] e mim s e Niiis
Salinana sesuai dengan aslinya an. BUPATE . R ST EPTRNET
KEPALA BAGIAN UMUM SEKRETARIS DAERAH

NAMA HWAMA
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BUPATI covneevansanns

INSTRUKST BUPATLienee
W TAHUM. s

T

NOMOR ...
TENTANG

Dalam rangka

dengan ini mengirstruksikan:

|{epada

KESATU

dar seterusnysd

KETIGA
Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Lintuk

Ditetapkan di
pada tanggal

BUPAT L.

A LA

s



Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Kepada
MR e

di -

SURAT EDARAN “
NI, oo e TAHUN Giaeresmes
TENTANG

................................................................................

BUPATI

MAMA
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Tempat, Tanggal, Rulan dan Tahun
Kepoada
MNemor ||
sifat
Lampiran

olo S
Hal e P e AR P S S Y

BUPATI

. NAMA o

Inlam, .coeiiee IR . . . NS
Talp. (0,.v ... e (E-mail)
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BUPATH covsarirnseiminiinns

SURAT KETERANGAN

NOMOR ..

Yang bertandatangan dibawah ini

&, Mama I i A T R AR R
b, Jabatn v BUHOBE ousmirniers s psrasass kiR

dergan ini menerangkan banwa -

a. Mama / NP LR b A P A s v L ————
b. Pangkat / Gelongan ! o F s ais i sk R s e e e
codabatan 0000 0 e T P e e e B prp e TR AR TR s L
d, Maksud Ty s e e SR TR

Demikion Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunalcan seperiunya,

. Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

BLBATE it e

NAMA
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BUPAT saiivien-pe
SURAT PERINT AR

WM

Nama { yang memberikan perintah )
Jabatan

MEMERINTAHKAN :
Kepady

a, Mami
b, Johintan g T e S A L

Lintuk

pada tangeal |

MA M A

Ditetapkan thi ...,

B0 T O P



BUPAT coeaccninnis

SURAT IZIN BUPATI
WEMRAIRL ol

TEMTANG

[Dasar. ; R oY ML L. W, S B 7 A PR iy ey = By .

Kepaca

™Wama ¥ o e U U & A P
labatan s NN SESE N (0 PP asr st ARV
Alamat LU - . T s A AR

Untuk H, G e e

Diitetapkan t ..o imeeremnssss i iy
pada tANEEAl i e

BUPAT s snsensnmimasnsisrg

NAMA
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BUPRATY i reisboniing
SURAT PERJANIIAN |
NOMOR oo Lavmsrnisie: el
TENTANG
PAGE AP oo Tunggal R | it ey dan Tahun
BN 1. c3{-1 ), Ti- 2T RO v kami yang hertanda tangan dibawah ini
g e R e e IR RIS
....... b R s A e T T B
'1. ............................. Kaiba bFERAIRAA LA RAR L IR E T FAqianRagamanin varia SIRLEL] e e e TP P L PR LR AR RS L LT
........................................... it e s |V EEEATCRCHET

BEEA P EAAE A EER R AR prabaapaay AE B R e Bhasins S b e b B R T N R E e § et e ma e e LIS s ey

L LB U NPy s I s A roeee 1151 pETjANjIAN)
Dagnlboaii

T P b N S e R TR PR R P AT R ks s
Penutup

Surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua beiah pihak, pada hari dan anggal
tersebut diatas.

PIHAK KE PIHAK KE |

BUPATI

METERAI s

HaMa JELAS MNAMA JELAS
Panghkat
NIP

Saksi — saksi :

R I SO N (tancatangan)
AN e PP e e {tandatangan)
R -l e R R :
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NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
P13 1N N [ —

REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAHM v isomeserisins

REPUBLIK

PEmEtnial e R Republik [rdonesia dan Pemerintah o e
REPEIIHR i) ascia i iisrsiasdtasereeeiit eios yang dalam hal ini disehut sehagai “Para Pihak”

Rerkeinginan untik meringkatian hubangan baik dan kerjasama antars masyarakal kedua
belah pihak :

Mengakul pentingnyva prinsip kesetaraan dan saling menguntungkanr _
Merujuk kapada Nota k.esepahaman antarn Pemerintah
Republik  Indonesia dar  Pemerintah,  Republik

R , dalam upaya untuk meningkatkan kerjasama. yang ditandatapgari di Kola
................. tgl. ... bln o tahun, :

i
Sesuai dengan hukum, peraluzan dan proscdur admimstratf yang berlaku pada Megara masmz-
masing

Telnh meneipai kesopakainn sehagab beriki |

A ARTIKEL |
TUIUAN DAN RUANG LTNGRUP KERJASAMA

Para pibak akan membentuk scbuah kerjasama Kotz ... ST EENRORHET 1115 m:ninékatkun dan
mermperluas kerjasama yang cfektif dan saling menguntungkan bagi pengembangan kedua kota, dalam
atas kemampuar keuangan dan eknis yang dimiliki, paca bidang-bidang sebagai berikut

ARTIKEL 2
PEMBIAYAAN

Segala kegiatan yang mengacu kepada Neta kesepakatan ini bergantung kepada ketersediaan dana dan
personal Para Pihak, serta sumber lain yang tersedia, yang disepakati oleh Para Pihak,

AATIKEL 3
PEMCATURAN TEKNIS

lntuk memfasilitasi pelaksanaan dar Mota kesepakatan ini, Para Pihak daput membuat pengaturan
program. proyek atau rencana tindak vang tercakup dalam keseluruhan dari Nota Kesepakatan ini,
yang meliputi hidang-bidang schagaimana tersebut didalam Artikel |

ARTIKEL 4
KELOMPOK KERJA
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ARTIKEL S
PENYELESAIAN PERSELISTHAN

Setiap perselisihan yang timbu! dalan perafsivan atau pelaksanaah rota kegepakatan ini, akan
diselesaikan secara damai melaluai konsultasi negosiasi antara para pihak,

ARTIKEL &
PERUBAHANM

Nota kesepakatan ini dapat diubah atau ci perbaiki, Masing-masing pihak dapat meininta
perbaikan atau perubahan, Segala bentuk perubahan ataupun perbaikan yang diszpakat) kecua
belah pihak harus merupakan: bagian integral dari nota kesepakatan ini. Perbaikan ateu
perubinhan tersebul diberlakukan padd tanigal yang telab dilenlukan oleh Para Fihak.

ARTIKEL 7
PEMBERLAKUAN, MASA BERLAKU DAN PENGAXHIRAM

-3

DENGAN DISAKSIKAN QLEH, pihak-pihak awah ini sepagaimana te'ah disahkan oleh
]"eme'ri:_'ltah Daerah masing-masing, telah menandatangani Nota kesepakatan ini,

BRI S oo srmsmscsitas ks
BUPATL coavarssnrrrss S

*

MNANMA : MANMA
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CONTOH
FORMAT MAP

S

[ LAMBANG
DAERAH

W o

s




Desar

Kepnda

ldatuk

BLPAT- s

SURAT PERINTAH TUGAS

MORMOR et

L

4

MEMERIMTAHKAN

Hama
Fargkat'gol
M.

Jabatan

. Mama

Pangkat/gol
HWIP
Japatan

Ditetapkan di..on v
podd TEEBEL v

BLIPRTL s vmmrs s asihbm b b

NAMA



LAMBANG
DAERAH
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KOP-MASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

Lembar Ke

Kode Mo.

MWomor

SURAT PERINTAH PERJALAMAN DINAS

(SPF D)

Pejabat vanp memberi perintah

_Sekretaris Daernh

Nama pegawai yang diperintah

. Pangkat dan Golongon menurut
PP Mo, 6 Tahun 1597

k. Jabatan

c. Tingkat menurut peraturan
Pzrjnlanan

Maksud Perjalanan Dinas

Alat angkut vang dipergunakan

a. Tempat berangkat
b. Tempat fujuan

a. Lamanya Perjalan Dinas
b, Tangpal Berangkat
c. Tanggal Harus Kembali

PenpikLt

Pembebanan Anggaran
i Instansi '
b, Mata Anzgaran

10, Keteranaar lain-lain

Dikelvarkan dic o iniiading.
Pada tangzal

SEKRETARIS DAERAH,

MNAMA PEIABAT
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SPPD No,

:l%r.'ran' gkat dari
{terrpat kedudukan)

Pada Tanggal
Ke

Selaky pelaksana Teknis Keiatin

[, I“ba di 1R ) o2 o L [Herangsat dari
o i RO Ke
Ry Fada tanggal .
A e
1l Tiba d'!. T . Derangkat dari
L BAGRE - T msessmmmenrh K8
Kepnla REEA i i'ada tanggzl
R Kepala
V. Tibadi : ,. ........ IR X v Berangkat dari
Pada tanggal 0 I D A Ke
H.r:pala IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII S [ ?.ﬁd_a tarpaal
I it Z-ir.:pﬁ_!n
Voo Tize kermbalidi -
Iada langga

Telah. diperixsd, dengan ketsrangan bahwa
perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atns
perintannys dan sCMmata-maia anliik
kepentingan  jabatan  dalam  wakte yang
sesingka-singkatnya.

W CATATAM LAIMN-LAIM

VIl PERHATIAN

Pejabat vang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang mefakukan perjalanan dinas. para
pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat / tiba serta Bendaharawan bertanggung jawab
berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apahila’ Negara mendapal rugt akibal
kesalanan, kealpaanmya, :



b

SURAT KUASA
Mamor

Yang bertandatangan dibawah ini

b, Jghatan T e B s e e B

il . Kenada

R

e a, Nama e e I R, VoAl s,
B . b. Jabatan N et s
g1l ’ c. NIP. ¢ RS- Ce=RNSO o oo et e

Pemikian Surat Kuzsa ini dibuat untuk danat dipergunakan sehagaimana mestinyz.
s
Tempat, Tangpal, Bulan dan Tahun

i .

Yang diberi kuasa Yang memberi kuasa 4

NAMA JABATAN ' BUIRTE onencasiamiionm

NAMA .. NAMA
N Panglkat
e NIP




BLIPATE oovivnnrinrramsiivn

Tempat, Tanggal. Bulan dan Tahin
- Kepada
Momor T AR s, RN e e i e e
itat S P pirbacn I o Pl R
Lampiran L s ik T By b e i di—
Hal ' Lindanga '

Tempat B IR VT N S

Acara R TN TR T OO SRR

BUPATI

WA M A




SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN TUGAS

MOROR e .......
Yarg bertandatangan dibawah ini \
- Nama N . 7 S Ch . e
MIP o Db A P LRy s s S
Fangkal / Golongan b o e B
Inbotan I AR b R R

Dengan ini menerangkan dengan scsungguhnya hahwa |

Mama " L e e TRV e ey

HiP e i e G R i

RPangkat / Golongan B kA LA s O~ T

Llabntan E e pesrumims e e A B SRS ARSI L
Yang diangkat berdasarkan Peratusan
............................. Nomor techitung
.......................... i talalh nyata menjalankan  tugas  sehapai
di -

Ilemikinn syrat kt'-mrnng.h'n rnr-.laxs_anhk_an u@us ini sAva hupt demgan sesinggubnya dengan
mengingar sumpah jabatan /, pegawai negeri sipil dan apabiln dikemudtan hari isi surat pernyaaan ini
ternyata lidak benar yang berakibat kerugiar bagi negara. maka saya bersedia menanggung kerugian
terscbut, '

Tempat. Tangeal, Bulan dan Tahun

BIREATT G

MoA M A



BUPATE cainiasmain

Fempat, Tanggaal, Balan dan Talnm

Kepada
Nomar e s S (2 HA . S
sifat ; :
lLammpiran TR o et e Y AT i di -
i1al ¢ Panggilan

[engan ini diminta  kedaengan Soudar di Kanter

R 11 I B

Hari ./ S - . S —

. Pukul O PSS P P SRR
Femoat o e A T e
Menghadap

kepada A b P . PR

Alamat - - R T P R

Memikian yntuk dilaksanakan dan menjad: pernatian sepenuhnya,

BUPATT

MNARMA
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LAMBANG . -

DAERAH © KOP NASKAH DINAS
: i PERANGKAT DAERAH |

THUOTA = [HMHAS

AR T b O T s

Dari o, P, D e R R B W

y 71T S (R——— o] i R

Noemer o i e LR il D

Sifat G i i T R

Lampiran R s P S e e e

Hal

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

KEFALABK D,

NAMA PEJABAT
Pangkat :
TP,
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LAMBANG KOP NASKAH DINAS
DAERA PERANGRAT BAERAH
Terrpat, Tanzpal, Bulan can Tahun
Kepada
I e A Db e L o e rwn T b RS TRRT A
di =
NOTA PENGAJUAN KONSED NASKAH DINAS
Disampaikan dengan horrmat b S T S O e—
Tantang -. S e—— PR e e R ’
Caratan i oo U oA S
Lampiran 8 T Iy, 45 R S e
.L.[H'.Lik Muohon persetujuan dan
Tanda tangan atas Bt e T
DISPOEIST PIMPINAN KEPALA BAPPEDA,
Tindak lanjut staf NAMA PEIADAT
Pangka
NP

Catatan : Coret vang tidak p;:ﬂu.
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LAMBANG . KOP NASKAH DINAS
DAERAH PERANGKAT DAERAM

LEMBAR DISPOSISI

Soarat dari . | Diterima Tgl :
| No. Agenda
No, Surat. Sifat ;
Tgl Surat [ Sangat Segera :S&gcru T JIRahasia

Prihal :

Diteruskan kepada Sdr :

LR R R o e

 Dan seterusnya ..................

LR R R R R O R R AR
[EEERTR] e

-Catatan ;

Dengan hormat harap :

:Tanggapnn dan Saran
(] Proses lebih lanjut
[_1Koordinasi/Koafirmasikan

Nama Jabatan

Paraf dan tanggal

Nama Pejahst
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LAMBANG _ b
DAERAH | KOP HASKAH DINAS
o PERAMNGKAT DAERAH
TEL AaHAN STAT
Kepada ey !
Dari LN S S RO LT > Sy
Tangpal S O i b S
Momaor L e ;
Lampiran O e A B R e R
Hal : -
Perscalan
1. Praanggapan
. Faktg-Fakta vang mempengarohi
1A Analisis
N, ‘Kesimpulan
Wl Saran
NAMA JABATAN
MamMA PEJABAT
Pangkat
MNP
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PENGUMUMAN

NOMOB - 5 i : y
TENTANG
Direrapkar di oo L ..........
T AR =0, | RS PR
21 ] - | ST —
MAMA




Gl

LAMBANG B
DAERAH KOP NASKAH DINAS
. PERANGKAT DAERAH
LAPORAN
TENTANG
i Pendahuluan

I,

.

AL Umum / Intar belakang

B. Landasan Hukum

. Meksud dan Tujuan

Kepiatan vang dilaksanakan

Hasil yang dicapai

Kesimpulen dan Saron

Panutup

Dibuat di
pada tangual

Mama [ahatan

NAMA PEJARAT
Pangkat
NIP.




BUFAT! voeorerirens
AEKOMENDAS] o e
T (4 R
a, S RS e e e s e R A et
Y S Eeea B L U e A S

Tempat, Tanggel, Bulan dan Tahun

BOBRET o

NAMA




B,
[ g

" LAMBANG

DAERAH . ' KOP NASKAH DINAS
FERANGKAT DAERAH -
Tempat, Tanggal, Bulan dan Tabun
Kepada
SUIRAT PENGANTAR
MOINIOR s
- ‘ No. | Jenis yang diginm I RBanyaknya Keterangan
| |
| '! ' |
| |
I
|
i
Diterima tanggal .oooecveinns
Penerima Pen éirim
Nama Jabatan, Nama Jabetan,
Nama pejabat : Nama pejabat
Pangkat Pangxat
NIP. NIP.

Nomaor telepon .o
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FORMULIR BERITA

Registrasi No @ oot

. PANGGILAN JENIS NOMOR DERAJAT

DAH! : e T EE LR R T

UNTUK

TEMBUSAN

KLASIFIKAS! : SEGERA

Nomar o o T s

S LT ORI

i AR S e 1 T8 I R
e . TTK

1LY - . | < . S S

CCCTTK DAN SETERUSNYA | TTKHBS

Tanggal waktu pembuatan ......... ......

FParaf

| Walktu ' Lalu
Dperatar

| Mo Kode Ter'irnal Kimm | Lintas

Pangirim

I
Nama ) |
Jabatan ; |- |

Tanda 'tangan
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CLEMBARANTDABRAH oo

ol £ T) 1| RPN 1 |1 1 KRR T — g Nomor

PERATURAN DABRAM s
PSR miriri s s i

TENTANG

Piwhdanckan dalam lembaran daerah ....ovuimnnmaianms i

SEKRETARIS DAERAH ..o

MAMA PEJABAT
Pappkal
NI,
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" BERITA DAERAH ..ocoootoes it
Ly 1o . 8 T 1 i B3 o SRR [ 1% | R R e
PERATURAN KEPALA DAERAN ... e fHEPUTUSA}JKEPhLAJJAERAH. ....................
BBPIE & i
FENTANG
. ' wroereeees AT SEIETUSAYR
Diundanglkan dalam lemba.’la.ﬁ RN s ST

NOMAE oo TARUD e,

SEKRETARIE DAERAHM Lciivcviiiinvins v

NAMA PEJABAT
Panpkat
NI,




At

BUIBATE s

. BERITA ACARA

NOMIR g
Pada = ; . hari . i
tangpal o PP oo bt S PR e e L e S S S e
......... kami masing-masing :
FFC, A RS NS A g N N i A T e vang
selanjutnya : ;
disebul Plhak Perama (memual rama, NI7; Pangkat:Goiongan, Jabaen dan alwmil)
i, SR N P,y VT e S R, e e SR wang
selanjutnya
'Disebut Pihak Kecua
Berita acara ini dibuat deq'gnn sesungpubnya dalam rangkap oo untuk
dipergunakan scbagaimada mestinya, -
Db i s
Pinnk Hedus Fihak Partama
=R R PR ot et
NAMA PEJABAT : S NAMA
Pangkat '
MNP, !
“engetahui / Mengesahkan

NAMA S PEIABAT
Pangkat
I,




T

| LAMBANG o
DAERAH  KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

NOTULEN

sidang/Rapa
Haritangoal R R R TR S

Waktu Panggilan S R R P I
Wakiu sideng/rapat - A e e AR e £ 3R
: o, AR selerusniya

“3, Peniiutp

Pimainnn Sidang Rapat

"Korlua

Stkretaris ;

NPencalal e e e e S

Peserta sidang/rapat TR LT By AT S-S
;2. dan setsrusnya

Kegiatmn SIangmapat | ocoreemnsimmiim s

[ <ot PermBUkaRI: 1 e e R R e
2.  Pembalvasan B R R P e

Paraturan

PIMPINAN SIDANG/RAPAT
MAMA TABATAN

MA PEJABAT
Pangkat

NP
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BURETY i b
MEMO
i o i e A e R
Kepadi

mmmam

..................................................................................................

...............................................................................................................................

Cempat. Tangeal. Bular dan Takun

RAACE s

Tandn tangan atau Paral




gt
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LAMBANG KOP NASKAT DINAS
DAERAH PERANGKAT DAERAH

IAFTAR HADIR PERTEMUAN RAPAT
Hari N e B v AT == (T
Tanggal
Waktu

Tempal

Acari

MARMA

JABATAN/ TANDA
PANGKAT TANGAN

KET

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

MAMA PEJABA

NAMA PETARAT
Pangkat
NP




0

LAMBANG KOP NASKAH DINAS.
DAERAH PERANGKAT DAERAH
DAETAR HADIR
BULAN
MINGGU
N NAMA, PANGKAT/ TANGGAL [ KET |
o, GOl FIS|P|B|P[S[P|S
1 ) 3 A58 |718]9[10]11 12 |
| |
| ] . |
S |
i -
| |
|
i
KEPALA SUB
BAGIAN/
SEKRETARIS

Tempat, Tangaal, Bulan dan Tahun

MAMA JABATAN

NAMA PEJABAT
Pangkat

NIP
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i
BEPATL oo ecorms sl
PIAGAM PENGHARGAAN
I lsiately
TR T s s Dengar ini memberikan penghargaan
Kepada 1
Tempad Vingeal lahoy
NIPNRP
Jabatan o Gibesesat Tt b N s s T R AR s

Instansi By e o e e o e s e e e g e R .

L T I e LR R e e LR R LR R R ) R T Y R ERI RN
T it Pl T s ET1 ey ey e L . e
¥

: Frea i

i 1 Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahuw
" £ 3 N 1 AR ———

MNAMA JELAS




BUPATY ..ondensrmrn

SERTIFIKAT

el . - - i - — - e .

Diberikan kepada :

Nama -
NIP

Instanst

Sebagai/Atas partisipasinya dalam .. ..ooviiiinnnn,
reressansss yaig diselenggarakan oleh .........
Haritangeal . ..o Bl carnnarins «bertempat di .........

T'Eﬂ‘lp:ﬂl'.r Tanggal, Bulan dan Tahun

T BL]-P.“%TI J;Il.l.ll.llll.l.. lllllllllllllllll

NAMA JELAS




- o e, - - - e T T LR, et
> i u =7 Tud E g T
% 1 '_.:-= i T e ____.__:_..'."-HIE!.:-._a_.r‘_-.ﬁ_t__; it S TR Ty

Shache

x BUBATE oo |
SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
MR | L cseecsanssmnaaiies A e {DDN
L Berdasarkan PP Nomor 101 Tahun 2000, dan Keputusan Menteri Dalam Neeeri Nomor 38 Tahun 2002 dan kﬁ[emtu:m‘—ktténmannj-'a
menvatakan hahwa : pafe s 2
Nama R e R L S e RS
Tewpat / Tanggal lahic R e e S .
e NIP / NRP : DOODOOOOO / DDOD
as loto Pangkat / Gol. Ruzng - = A A s e
L e T T N T
4x6 % R N R - e i
- : = LULUS
Kualifikasi -
P:u:lei Pqng:!_idikan dan Pelatihan et PIOVISE oo, it vang diselenggarakan oleh Bad-slm Pendidikan dan Pelatihan
PFGHHEIIJI ...................................... dari tanggal ..., SRR GCHEEN ... ..oy SHIEIIENPILL prcnrrmmpsnssssssnmessas :
Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
BHBATE .. cobostoie i
NAMA
T - o e 3 3
e TR i ' T







5 Aol S s e et |
‘Bagian Belakanp STTPP

AGENDA PEMBELAJARAN

TEMA
Unmium - (diteniukan Badan Diklat Depdogni) oo

...................................

Khusus

Tempat. Tanggal. Bulan dan Tahun

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

NAMA PEJABAT
PANGKAT
NIP.

4

RIS



- LAMBANG
DAERAH

Bupati ..

- . R — I
- g | - e T L e s Tk -u'Fl e ¥ R‘---\.w—r- ._'.‘...... i e
ol - X e TR ,___”__
TR e e e e A

BUPATE o el :
S SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ; , | R . it
Woor - oosnss s e Lt s e { DDN '

cweveene Berdasarkan PP Nomer 101 Tahun 2000. dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Talnin 2002 dan ketentinan-ketentuannya
meny alakan ba!ma

Nama

AT . G e e SR
Pas foto NIP /NRP - 000000000 / 0000
Pangkat / Gol. Ruang R e, i e e
Rl JnE:m!arﬁ'
TR TR L B T
LULUS
Kualifikasi
Pada Pendidikan dan Pelatiban ... i _.____.Kabu_naln;_'n o A . vang dlsf:]ﬁuggﬂrdkﬁn oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten di .ioerveieci i, dan tanggal ...............c...ooe... sampai dengan..................... vang mq.hpuh

Tempat. Tanggzl. Bulan dan Tahun

an BUPATI .oooiocimrnene
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

NAMA PEJABAT

5




 DBapian Belakang STTPP

AGENDA PEMBELAJARAN

TEM A _
Umum - (ditentukan Badan Diklat Depdaori)

-----------------------------------------------

______________________________________________________________________________
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

) Khusus

.....................................

Tedpat, Tanggal, Bulan dan Tahun

KEPALA BIDANG DIKLAT

NAMA PEJABAT
PANGKAT
NIP.

' G



T

i

s

ro
:

PR

iyl ] et P S - - %
i "‘:_ll_F—.-_:"‘:".-!' By . P =
3 e e =

S e

AT

-
L
{
b
|
Il
i
|
Al
i

77

. PENEMPATAN a.n, u.b, Plt, PIh DAN Pj

{. Penggunaan “an.";
g-'4'3: ;
#an. BUPATIBARRU =
r SEKRETARIS DAERAH,

NAMA
Pangkat
NIP,

an. CAMAT BARRU ¢! a.n.

SEKRETARIS CAMAT,

MNAMNM
Parpkat
MNP

2. Pengpgunaan “u.b.":

a.n. BUAPTI BARRU
SEKRETARIS DAERAH,
' u.b. '
KEPALA BAGIAN UMUM, -

NAMA
Pangkat

NIP,

3. Pengaunaan “Pl™:

PI. BUPATI BARRU
“WAKIL BUPATI,

NAMA

4, Penggunaan “PIh™

Pih, BUPATI BARRU

WAKIL BLIPATI,

NAMA

Penggunaan “Pj"™

"B, BUPATI BARRLI

LURAH MANGEMPANG
SEKRETARIS LURAH,

NAMA
Panghkat
NIP,



| 2

S S o

e
=, B

-
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b. penulisan namea bupati dan nama wakil bupati pada naskah dinas dalam bentuk
surat capat menggunakan pelar;

¢ nama pejabat yaag menduduki jahatan struktural dan fungsional menggunakan

E:fmfoh paraf kKoordinasi ;
; &) di lingkungan kab/kota,

FARAF KOCRDINASI

Bagian ...

pelar, NIP dan pangkat.

(1. BENTUK UKURAN DAN IE| STEMPEL

Yang menggunakan lambang

T
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PARAF KOORDINAS|

Bagian ........

Bagian .......

Bagian .. ...

.| dst

1. Penulisan nama peiabat vang befwenang mé#nandatangani naskah dinas.

penulisan nama hupati dan nama wakil bupati pada naskeh dinas dalam bentuk
produk hukum tidak mengounakan gelar;
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Lambeng Daerah / Lambang Negars

Yang tidak menggunakan lambang

1. STEMPEL JABATAN DAN STEMPEL SKPD

contoh stempel Jabatan
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. b, stempel sekretariat daerah dan sekretariat dewan
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¢. stempel satuan kerja psrangkat daerah
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i, I.- stempel satuan kerja perangkat daerah untuk keperiuan tertentu
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@' £ BENTUK, UKURAN DAN IST KOP NASKAH DINAS.

1. Perbandingan hurul pada kop noskah dinas antara tulisan nama pemerintah daerah
dan nama satuan kerja perangkat dazrah adalah 3 : 4. -

a, tulisan nama pemerintzh daerzh dengan kuruf arial 14,
b. tulisan nama satuar kesja perangkat daerah dengan huruf arial 18,

2. Bentuk dan isi kop naskah dinas seperti pada conitoh berikut

Contoh 1 : Kop naskah dinas buoali,

i
;ulr - BUPATI BARRU
S ] ! el
i .
EL? i B Jatan.  Sultan Hasanoddin Wame:s.  Banw, Provinsi Sulawesi Selatan
:T [ Telepon, [ 0427 ) 21 XXX Email :Ihaw@.gn,mm.
Y
i  Contoh 2 : Kop naskah dinas Sekretaria: Dewan Perwakilan Rakvat Daerah
Al :
il PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
:;‘-;i p SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
';:\_E!- 3 ¥
Hi E Jalan Sultan Hasanuddin No.... Barru Kode Pos.90711
q 1 _ - Telepon. (0427) 21xxx, 21xxx, 21xxx  Faks. (0427) 21XXX
i www dprd barra, go.id
I.I 4
i I Conteh 3 @ Kop naskah dinas Sekretarial Dasrah
i i )
i
PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
it SEKRETARIAT DAERAH
2 Jalan Sultan Hasanuddin No.... Barru Kode Pes. 807 11
b Telepon, (0427} 21uxx, 21%xx, 21xxx Faks. (0427) 21XXX Email ; setda@yahhh.com
Py Website | wwaw . setds. barru go.id
: ‘Contol 4 : Kor naskah dinas :'-;:atu.'in: Kerja Peranpkat Daerah.

PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
BADAN PERENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Stltan Hasanuddin Ne... Barru Kade Pos,00711
Telepon, (0427) 21xxx, 21xxx, 21xxx Faks. (0427) 21XKX

shan arn o an i
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> PF;MER].NTAH KAELJF’ATENISARRU
KANTOR CATATAN SIPIL DAN KEPENDUDUKAN

- Jalan Sulla"l Hasawdmn Mo, Barru Kode Pos 80711
Telepon. (0427) 21xxx, 21xxx, 21Lxx Faks (D427 Z1RXR
www_barry.go.id

PE_M_ERINT&H KABUPATEN BARRU
DINAS KESEHATAN
Jalan Sultan Hasanuddin No.... Barru Kede Pes. 80711

Telepon. (0427} 21wwx, 21xux, 21xux Faks, (0427) 21XXX
' wiwew, barru,go.id

PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
DINAS KOMUNIKAS| INFORMAT KA DAN PDE

Jalan Sultan Hasanuddin Mo.,.. Barru Kode Pes. 80711
Telepr:m (D427) 245, 213w, 21xxx Faks (0427 21XXX
sewnn. Barru.go.id

Contoh 5 . Kop naskah dinas kecamatan dan kelurahan

PEMERINTAH KABUFATEN BARRU
KECAMATAN SOPFENG RIAJA

Jalan Suitan Hasanuddin No.... Barru Kode Pos.80711
Telenen. (0427) 21xxx, 21xxx, 21xxx Faks, (D427) 21XXXK
www barru.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
KECAMATAN BARRU -

KELURAHAN MANGEMPANG

Jalan Sultan Hasaruddin Mo.... Barru Kode Fos.80771
Telepon. (0427) 21wxx, 21xxx, 21xxx Faks. (0£27) 21X0XX
e, barru go.ic
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E. BENTUK, UKURAN DAN IST KOP NASKAH DINAS.
UKURAN HURUF

Pﬂrbaﬁtfingzm huruf pada kep naskah dinas antara tulisan nama pemerintah daerah
dan nama satuan kerja perangkat daerah adalah 3 1 4.

a  tulisan nama pemerintah daerah dengan huruf arial 14
b, tulisan nama satuan kerja perangkat deerah denpan huruf arial 18

Contoh : Kop sampul naskah dinas bupati,

Epruda knning emat

BUPATI BARRU

Jalan  Sultan Hasanuddin Nemar. Barru. Provins: Sulawesi Selatan

Telepon. ( 0427 ) 21XXX Email : harrufal e ton
Kepada
WOMDE  § e il ¥ih 71| F T NN R I
Stempel di =~

Contoh 2 ; Kop sampul haskah dinas sekretariat daerah dan sekretarid{@PRE

PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Sultan Hasanuddin No.... Barru Kade Pos. 80711
Telepan. (0427) 27xxx, 2TxXX, 27 X¥X Faxs. (0427) 21%XX Email . satda@yanhh.com
Website © www. saida.barru.go.id

Kepada
Nomear . SN ol 108 Vi SN i s
|

.......................................

' stempel _ dii- |

Kode pos |

PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
SEKRETARIAT DPRD
Jalan Sultan Hasanuddin No.. . Barru Kode Pos.80711

Telepon. (0427) 21uxx, 21xxX, 91xxyx Faks. (0427) 21XXX
vw.dprd.barrufgu.ld )

) Kepada
rtomm IO SRR AR ; Yth e e B T
Stempez! ] di =

.......................................

Kode pos |
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Contoh 3 ; Kop sampul naskah dinas satuan kerja perangkat daerah

PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
DINAS KOMUNIKAS| INFORMATIKA DAN PDE

Jalan Sulkian Hasanuddn No.... Barru Kode Pos. 20711
Telepon, [0427) 21xxx, 21xxx, 21xxx Faks. (0427) 21XXX
} whasy harnl golid

Kepada
Ih'\'nmnr Foomaetifilo e ¥k, B v v o s B e S
Stempel di=

Kode pos

- PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
BADAN PERENCANA PEMBANGUNAN DAERAH!

Jalan Sultan Hasanuddin No_.__ Barru Kode Pos 80711
Telepor. (04271 21xxx, 21xxx, 21xxx. Faks, {0427) 29 AXX
www_barru.go.id

Kepada
oy T L Y SCURON O A Y. i | o R O L P R
]
Btempai di—

--------------------------------------

koode pos

PEMERINTAH KABUPATEN BARRU |
KANTOR CATATAN SIPIL DAN KEPENDUDUKAN

Jalan Sultan Hasanuddin Na.... Barru Kode Pos.90711
Talepan. (D427) 21xxx, 21xxx, 21xxx Faks, [0427) 21XKK
. www barru.go.id

Kepada _
Nemer ¢ b Yih, BT e i A e e
Stempel di'—

Kode pos

Contoh 4 : Kop sampul naskah dinas kecamatar, kelurahan dan desa.

| PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
e KECAMATAN SOPPENG RIAJA

Jolan Sultan Hasanucdin No.... Barru Kode Pos. 80711
Telepon. (04271 21xxx, 21xxx, 216E% Faks, (0427) 21XXX
www barru.go.id

‘ Stempel di -

' Kode pos
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PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
KECAMATAN BARRU '
KeELURAHAN MANGEMFANG

Jalan Sultan Hasanucdin Mo, . Barru Kode Fos 80711
Telapon (04271 Zdxex, 2ixex, 21w Faks, (04275 21 86X

NOMOr |

Sheipel

Kepada

ILode pos

PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
KECAMATAN BARRU KELURAHAN MANGEMPANG
DESA SIAWUNG ’

Jalan Sultar Hasanuddin Mo, Barru Kode Pos. 80711
Telepon. (0427) 21wk, 21xxx, I1exx Faks, (0427) 21 XXX

Sipimpe!

Kepoos
T R Yth Sile
ai- |
Kaore pos ‘

G.BENTUK, UKURAN DAN TSI PAPAN NAMA.

BENTUK.

Papan nama satuan kerja perangkat daerah berbentuk empat perssgl panjang
bersentuk segi empat.

Coqlph !

¥
‘T\\]’
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2. TKTUURAN.
Perbandingan ukuran huruf3 @ 4
2 ukuran hurnf “3° antuk twhsan pemerintah provinsi atau kabupaten/keta.
b Ukeran hurol @47 antuk tulisan nama satean kerja perangkat dacrah.

3. BAHAN.

[3ahan paparn nama satuan kegja perangrat daerah disesuaikan dengar kebutubaon
daerah, misalnya dari bahan kayu. beton, seng/plat dan lain sebagainya

2. Bahan huru! papan nama diafur sesual kebulchar, dapat menpgunakan cal atau
dari bahan lain sperti seng/plat ataw semen dan lain sebagainya.

Contoh 1 : Papan nama Kantor Bupati.

KANTOR BUPATI BARRU

lalan.  Sultan Hasanuddin Nomor, Farru, Provins: Sulawesi Sefatan
Telepon, { 0427 ) 21XNX Ervall : hurea@figoeom

Contoh 2 ¢ Papan nama Satuan Perangkal Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
\ Jalan Sullan Hasanuddin No... Barru Kode Pos.80791 I
Telepor, (0427) 21xxx, 27xxg, 21xxx Faks, (0427] ZTRAR
whwaw oarru. o, id
| m— — —— — — ——— e

PEMERINTAH KABUPATEN BARRU |

= i

‘] BADAN PERENCANA PENMBANGUNAN DAERAH

Jatan H. Iskandar Unrw Mo, Barru Hode Pos 90711
Teleaon, (42752 axx 21xxx, 21xxy [aks (Q437Y 29500
WA DEFTLL OO, T




	img0040.pdf (p.1)
	img0041.pdf (p.2)
	img0042.pdf (p.3)
	img0043.pdf (p.4)
	img0044.pdf (p.5)
	img0045.pdf (p.6)
	img0046.pdf (p.7)
	img0047.pdf (p.8)
	img0048.pdf (p.9)
	img0049.pdf (p.10)
	img0050.pdf (p.11)
	img0051.pdf (p.12)
	img0052.pdf (p.13)
	img0053.pdf (p.14)
	img0054.pdf (p.15)
	img0055.pdf (p.16)
	img0056.pdf (p.17)
	img0057.pdf (p.18)
	img0058.pdf (p.19)
	img0059.pdf (p.20)
	img0060.pdf (p.21)
	img0061.pdf (p.22)
	img0062.pdf (p.23)
	img0063.pdf (p.24)
	img0064.pdf (p.25)
	img0065.pdf (p.26)
	img0066.pdf (p.27)
	img0067.pdf (p.28)
	img0068.pdf (p.29)
	img0069.pdf (p.30)
	img0070.pdf (p.31)
	img0071.pdf (p.32)
	img0072.pdf (p.33)
	img0073.pdf (p.34)
	img0074.pdf (p.35)
	img0075.pdf (p.36)
	img0076.pdf (p.37)
	img0077.pdf (p.38)
	img0078.pdf (p.39)
	img0079.pdf (p.40)
	img0080.pdf (p.41)
	img0081.pdf (p.42)
	img0082.pdf (p.43)
	img0083.pdf (p.44)
	img0084.pdf (p.45)
	img0085.pdf (p.46)
	img0086.pdf (p.47)
	img0087.pdf (p.48)
	img0088.pdf (p.49)
	img0089.pdf (p.50)
	img0090.pdf (p.51)
	img0091.pdf (p.52)
	img0092.pdf (p.53)
	img0093.pdf (p.54)
	img0094.pdf (p.55)
	img0095.pdf (p.56)
	img0096.pdf (p.57)
	img0097.pdf (p.58)
	img0098.pdf (p.59)
	img0099.pdf (p.60)
	img0100.pdf (p.61)
	img0101.pdf (p.62)
	img0102.pdf (p.63)
	img0103.pdf (p.64)
	img0104.pdf (p.65)
	img0105.pdf (p.66)
	img0106.pdf (p.67)
	img0107.pdf (p.68)
	img0108.pdf (p.69)
	img0109.pdf (p.70)
	img0110.pdf (p.71)
	img0111.pdf (p.72)
	img0112.pdf (p.73)
	img0113.pdf (p.74)
	img0114.pdf (p.75)
	img0115.pdf (p.76)
	img0116.pdf (p.77)
	img0117.pdf (p.78)
	img0118.pdf (p.79)
	img0119.pdf (p.80)
	img0120.pdf (p.81)
	img0121.pdf (p.82)
	img0122.pdf (p.83)
	img0123.pdf (p.84)
	img0124.pdf (p.85)
	img0125.pdf (p.86)
	img0126.pdf (p.87)
	img0127.pdf (p.88)
	img0128.pdf (p.89)
	img0129.pdf (p.90)
	img0130.pdf (p.91)

